
Menimbang 

Mengingat 

BUPATI BARITO UTARA 
PROVTNSI KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA 

NOMOR J.. TAHUN 20.18 

TENTANG 

PEOOMAN PERCEPATAN PENYERAPAN ANGOARAN 
DJ UNGKUNGAN PEMERINTAH KAB\JPATEN BARJTO UTARA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

B\JPATI BARITO UTARA, 

a. ba.hwa unruk mcngatasi kc::Ja.mbaJ.an pe.Jaksanaan penyerapan 
anggaran diperlukan pedoman upaya percepatan penycrapan 
anggaran di linglcup Pemerintah Kabupaten Barito Ut.ara; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagafrnana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Pcraturan Bupali tentang 
Pcdoman Percepatan Penyerapan Anggaran di Linglcungan 
Pemerintah Kabupaten Barito Utara; 

I. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penctapan 
Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 lentang 
Pernbentukan Daerah Tingkat n di Kalirnantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) scbagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 72, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 1820), sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhlr dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah I.au(, Dacrah 
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkal ti Tabalong dcngan 
mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun l 959 ten tang 
Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 
tcntang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 
(Lembamn Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); 

2. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kcuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tumbahan Lernba.ran Negara Rcpublik Indonesia 
Nomor 4286); 
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3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lemharan Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tabun 2004 tentang Sistcm 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 I); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemcrintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang- Undang Nomor 23 Tahwi 2014 ten tang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagajmana telah diubab beberapa kali terakhlr 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 rentang 
Perubahan Kcdua Atas Undang•Undang 23 Tahun 2014 ten tang 
Pemerintahan Daerab (Lemharan Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Nomor 5679); 

7, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang 
Pcngclolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik lndonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Gara 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pernbangunan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, 
Tarnbahan Lemharan Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tabapan, 
Tata Gara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pclak.anaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 
Lembaran Negara Republik lndonc•ia Nomor 4817); 

10. Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerab, sebagajmana telah 
beberapa kali diubah tcrakhir dengru, Peraturan Mcntcri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 201 I ten tang Perubahan Kcdua Atas 
Peraturan Menteri Oalam Ncgcri Nomor 13 Tahun 2006 tcntang 
Pedoma.n Pengelolaan Keuangan Daerah (Betita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

11. Peraturan Presidcn Nomor 192 Tahun 2014 tentang Sadan 
Pengawasan dan Kcuangan dan Pembangunan (Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400); 

12. Peraturan Gubemur Kalimantan Tengah Nomor 41 Tahun 2017 
tcntang Pedoman Pcrcepatan Penyerapan dan Realisasi 
Anggaran Pemerintah Provinsi dan Kabupatcn/Kota Se· 
Kalimantan Tengah. 



Mcnctapkan 

,. 
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MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PERCEPATAN 
PENYERAPAN ANOOARAN DI LINOKUNOAN PEMERJNTAH 
KABUPATEN BARITO UTARA. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PasaJ I 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan, 

I . Pemerintah Pusat adalah Pemerintah Negara Republik Indonesia. 

2. Pemeri.nt.ah Provinsi ada.lah Pemerintah Provinai Kalimantan 
Tengah. 

3. Gubcmur adalah Gubcmur Kalimantan Tcngah 
4 . Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Barito 

Utara. 

5. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelcnggaraan urusan 
pcmerintahan oleh Pemerintah Kabupatcn Barito Utarn. 

6 . Daerah adalah Kabupaten Barito Utara. 

7. Bupa.ti adalah Bupatl Barito Utara 

8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito 
Utaro.. 

9. Anggaran Pendapatan dan Be.lanja Negara yang selanjutnya 
disingkat APBN adalah rcncana kcuangan tahunan negara yang 
pengelolaannya diddelegasikan melalui Pemerintah Provinsi 
maupun Kabupaten/Kota se- Kalimantan Tengah, clan ditetapkan 
dcngan undang-undang. 

I 0. Anggaran Pendapatan clan Bclanja Oaerab yang sclanjucnya 
disingkat APBD adalah rencana keua.ngan tahunan Pemerintah 
Kabupaten Barito Utara yang dibahas dan disetujui bcrsama olch 
Pcmerintah Kabupaten Barito Uta.ra dan DPRD Kabupaten Barito 
Utara, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

I I. Rencana Kcrja Pemcrintah Daerah yang selanjutnya disingkat 
RKPD, merupakan dokumen perencanaan pembangunan dacrah 
Kabupaten Barito Utarn. 

12. Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah 
dokumen yang memuat kebijakan bidan!i pendap,1tan, belanja 
dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periodc 
l (satu) tahun. 

I 3 . Prioritas dan Piaf on Anggaran Sementara yang sclanjutnya 
disingkat PPAS adalah r-.mcangan program prioritas dan patokan 
be.tao maksimal anggaran yang diberikan kepada Pcrangkat 
Oaerah untuk setiap program sebagjti acuan dalam penyusunan 
RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD. 
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14. Perangkal Oaerall adalah Perangkat Oaerah Kabupatcn Barito 
Utara. 

15. Tim Evaluaai dan Pengawasan Realisasl Anggaran yang 
selanjucnya disebut TEPRA adalah Tim Evaluasi dan Pengawasan 
Realisasi bail< APBN maupun APBD yang ada di Kabupaten Bari to 
Utara. 

16. Pra Rapa, Pimpinan adalah rapal tcknis yang bertujuan untuk 
sinkronisasi data penyerapan anggaran. mcngjdc:-ntifikasikan dan 
menganalisis permasalahan, serla menetapkan langkah-langkah 
pencapaian target penyerapan anggaran. 

17. Rapat Pimpinan adalah rapat yang dibadiri oleh Bupati besena 
seluruh Kepala Perangkal Oaerah tennasuk instansi/lcmbaga 
tcrkait., yang bertujuan mengevaJuasi dan menganalisis capaian 
realisasi penyerapan anggaran Provinsi dan Kabupatcn/Kota 
sesuai target, serta perumusa.n penetapan ke-bijaka.n strategis 
percepatan penyerapan dan rcalisasi anggara.n olch pimpinan. 
Rapat Pimpinan juga dapat menjadl forum/wadah untuk 
membahas hal-hal yang bersifat stratcgjs atau aktual. 

18. Tahun N adnlah tahun berjalan. 

19. Tahun N-1 adalah tahun scbclum tahun bcrjalan. 

20. LKPP adalall Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa 
Pemerintah Republik Indonesia. 

21. Perangkat Daerah pengetola anggaran tcrbesar adalah 
10 (sepuluh) perangkat daerah dengan anggaran terbesar. 

22. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selanjunya disingkaL PBJP 
adalah kcgiatan untuk mem peroleh Barang/ Jasa oleh 
Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja PerangkaL Oaerah/lnstitusi 
yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai 
diselesa.ikannya seluruh kegiatan untuk mempcrolch 
Barang/ Jasa. 

BAB II 
MAKSUO DAN TUJUAN PERCEPATAN PENYERAPAN ANOOARAN 

Pasal 2 

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan scbagai pcdoman bagi 
pemangku kepentingan (stakeholders) dalam pengelolaan 
anggaran, kbususoya dalam pclaksanaan pcrccpatao pcaycrapan 
anggaran APBD clan APBN di Kabupaten Barito Utara. 

(2) Tujuan ditetapkannya Pcraturan Bupati ini adalah sebagai dasar 
dan acuan untuk: 
a. mcmberikan arahan dan pedoman bagi scmua pcmangku 

kcpentingan dalam melaksanakan kegiatan perccpatan 
penyerapan dan reaJ.isasi anggaran; 
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b. memasul<an bahwa realisasi penyerapan anggaran dapat 
dicapai sebagaimana yang telah ditetapkan yakni triwulan I 
sebesar 20%, triwulan II sebesar 50%, triwulan Ill sebesar 
85% dan tanggal 15 November tahun berjalan scbesar 100% 
fisik; 

c. optimalisasi penyerapaa anggaran belanja dan meningkatkan 
kinerja keuangan Pemcrintah Daerah; clan 

d. mcningkalka.n koordlnasi, integrasi, sinkronisasi dan 
harmonisasi antar Pcrangkal Daerah serta antara Pemerintah 
Kabupaten dengan Pemerintah Provinsi. 

BABIIT 
RUANO LlNGKUP 

Pasal 3 

Ruang lingkup Peraturan Bupatl inl meliputi: 

a. persiapan dan perencanaan percepatan penyerapan anggaran; 
b. pelaksanaan percepatan penyerapan anggaran; 

c. monitoring, evaluasi dan pelaporan; dao 
d. peoutup. 

BABIV 
PERSIAPAN DAN PERe:NCANAAN PERCEPATAN PENYERAPAN 

ANGGARAN 

Bagian Kesacu 
Pcnyusunan dan Pengesahan Dokumcn Perencanaan dan 

Penganggamn 

Pasal 4 

Scbagai upaya penyusunan peraiapaa dan perencanaan percepatan 
penyerapan anggaran, maka Pe.merintah Kabupalen perlu melakukan 
pcnyusunan dan pengcsahan dokuroen perencanaan dan 
penganggaran tcpat waktu yaitu meliputi: 
a Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD); 
b. Nota Kesepakatan Bersama antara Bupati dan Pimpinan DPRD 

tentang KUA dan PPAS; 
c. Peraruran Daerah tentang APBD; dan 
d . Pcnctapan keputusan Pejabat Pengelola Anggaran, Pejabat 

Pelaksana Tcknis Kegiatan (PPTK) dan Pcjabat Pengadaan 
Barang/ Jasa <erkait. 



PasaJ s 

Penyusunan dan pengesahan dokumeo perencanaao dan 
peoganggaran Pemcrintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 dilakukan sebagai berikut: 

a. Dokumen RKPD tahun N harus clisusun sedemikian rupa clan 
ditetopkan melalui Peratumo Bupati paling lambat akbir bulan 
Mei tahun N-1; 

b. Nota J<esepakatao Bcrsama antora Bupati dan Pimpinan OPRD 
teotang KUA dan PPAS, wajib disusun, dibahas dan clisepakati 
sedemikjan rupa, dan harus: 

I. Diserahkan kc DPRD paling Jambat Minggu ke-1 Bulan Juni 
Tahuo N-1; dan 

2. Disepakati/ ditandatangani para pihak paling lam bat akbir 
Bulan Juli Tahun N- 1; 

c. RAPBD Kabupatcn tahun N cliajukan kcpada Oubemur untuJ< 
dicvaluasi paling lambat pada peneogahan Bulan November tahun 
N-1; 

d. Peraturan Daerah ten1B.J1g APBD Kabupatcn tahuo N hnrus 
clitetapkan paling lambat pertcagahan Bulan Descmber tahuo N• I 
dcngan bcbcrapa ketentuan sebagai berikut: 

J. Seluruh dokumeo perencanaan dan penganggaran setetah 
mendapalkan lega)itas harus cliunggah pada website resmi 
Kabupateo; 

2 . Penycrahan DPA Perangkat Daerah harus dilaksanak.an paling 
lambat minggu ke-3 Desember tahun N-1 drui Bupati kepada 
Perangkat Daerah Kabupaten; 

3. Pcoctapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguoa An.ggaran, 
Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Peogurus 
Barang, Penyimpan Baraog dengan Keputusan Bupati harus 
diterbitkan oleh pejabat bcrwenang paling lambat minggu ke-3 
Bulan Desember tahun N-1; dan 

4. Pen eta pan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan 
Panitia/ Pejabat Pe.ngadaan Barang/ Jasa oleh Pengguna 
Anggarao/Kuasa Pengguna Anggaran harus dit.crbitkan olch 
pejabat berwenang paling lambat pada minggu kc-4 Bulan 
Desember tahuo N•l. 
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Bagian Kedua 
Proses Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah 

Pasal 6 

Guna Persiapan dan perencanaan pcrcepatan penyerapan anggaran 
kbususnya dalam pengndaan barang/jasa pemerintah, maka 
Pemerintah Kabupaten wajib melakukan bcbcrapa proses pengadaan 
barang/je.sa pemerintah scbagai berikut: 
a.. proses pengndaan barang/jasa pemerintah dimulai sejak 

clitandatanganinya kesepakatan bcrsema antara Bupati don DPRD 
tentang Rancangan APBD tahun N; 

b. untuk mempercepat proses pcngadaan barang/ jasa pcmcrintah 
tersebut, selurub Perangkat Daerah wajib memahami, 
memanfaatkan dan mengisi data/informasi dalam SPSE (Sistem 
Pengadaan Barang/ Jasa Secara Elektronik) oaline yaitu terdiri 
SiRUP (Sislcm lnformasi Rencana Umurn Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah), Pengumuman Letang. Katalog Elcktronik. Monitoring 
den Evaluasi online, Whistle Blowing System dan Standar 
Dokumen Pengadaan Barang/ Jase secara elektronik, dan atau 
menyesuaikan dengan update SPSE tersebut bilamana hal ini 
dilakukan oleh LKPP; 

c. guna mcmpcrcepal proses pengadaan barang/jasa pemerintah, 
pcnandatanganan kontrak sccara kolektif clijadwalkan paling 
lam bat pada minggu ke-4 Januari tahun N; dan 

d. scluruh Perangkat Daerah wajib melaksanakan pelclangan I 00% 
secara elektronik (c-tendering dan c-purchasing) berdasarkan 
peraturan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

Bagian Ketiga 
Pembcntukan Tim Evaluasi den Pengawasa.n Realisasi Anggaran 

Pasal7 

( 1) DaJam rangka monitoring, evaluasi dan pengawasa.n realisasi 
anggaran, Pcmerintah Kabupaten wajib membentuk TEPRA yang 
clitetapkan dcngan Keputusan Bupati. 

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, TEPRA Kabupaten clibantu 
Sekretariat yang dikctuai oleh Sekretaris Tim Pelaksana. 

(3) Struktur organisasi dan tata kerja Sekretariat TEPRA Kabupatcn 
ditetapkan oleh Ketua Tim Pelaksana. 

(4) Bupati selaku Ketua TEPRA Kabupaten menunjuk Kepala 
Perangkat Dacrah yang membidangi Pcrencanaan Pembangunan 
scbagai Pejabat Pcnghubu.ng, yaitu pejobat yang bertanggung 
jawab unL-uk melakukan pelaporan dan koordinasi dengan TEPRA 
Putl8.t. 
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(S) Bupati selaku Kerua TEPRA Kabupaten meounjuk Kepala 
Perangkat Daerah yang membidangi Perencani,a n Pernbangunan 
sebagai Pejabllt Penghubung, yaitu pejabat yang bertanggung 
jawab untuk rnelalcukan pelaporan dan koordinasi dengan Tim 
FKP-TEPRA Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah. 

Pasal8 

TEPRA Kabupaten mempunyai tu.gas : 
a. menerima, memonitor, mengevaluasi dan mcngkonsolidasikan 

laporan rcalisasi anggaran dan program Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah; 

b. memfasilitasi penyelcsaian terhadap hamblltan•harnbatan yang 
terjadi dalarn realisasi anggaran dan program Program 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 

c. mclaporkan seeara be.rkala pada minggu kedua dan keempat 
setiap bulannya kepada Gubemur tentang realisasi anggaran dan 
program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 

d. melaporkan capaian realisasi anggaran tepat wa)<ru melalui 
sistem pelaporan yang ditenrukan oleh TEPRA Pusat; 

e. menyusun program/kegjatan pcrccpatan penycrapan dan 
realisasi anggara.n Pemerintah Kabupaten; 

(. melakukan fasilitasi dan pcmbinaan terkait persiapan dan 
perencanaan perccpatan penyerapan dan realisasi anggaran 
Perangkal Daerah; 

g. melakukan fasilitasi dan pembinaan terkait pelaksanaan 
percepatan penyerapan dan ralisasi anggara.n Perangkat Daerah, 
antara lain pelaksanaan penandatanganan kontrak PBJP secara 
kolektif, penetapan target pcnyerapan anggaran, penyusunan 
rencana aksi, pelaksanaan rencana aksi dan hat .. hal stratcgis 
lainnya yang berhubungan dengan penycrapan anggaran 
Perangkat Daerah; 

b. melakukan monitoring dan evaluasi scrl.8 pengendaiia.n 
penyerapan APBD kabuparen dan anggaran yang bersumber dari 
APBN; 

i. melaksanakan rapal Pra Rapal Pimpinan TEPRA dalam rangka 
koordinasi dan rekonsiliasi sctiap bulan secara Lerjadwal 
terbadap pencapaian targCL penyerapa.n anggaran Perangkat 
Daerah; 

J. memfasilitasi Rapat Pimpinan TEPRA setiap awal bulan secara 
Lerjadwal; 

k. menyiapkan bahan dan mendampingi Bupati mengilruti rapat 
Pimp in an TEP RA di Provinsi; 

I. melaporkan basil evaluasi dan pengawasan penyempa.n anggaran 
APBD dan APBN Kabupaten kepada Bupati sedap bulan dan 
pada saat diperlukan pimpinan; dan 



m. mclap0rkan hasil evaluasi dan pengawasan penycrapan anggaran 
APBD dan APBN Kabupatcn kepada Gubemur, dan TEPRA 
Provinsi serta pemanglru kepentingan Iainrtya yang terkait. 

Pasal 9 

Unsur-unsur keanggot:a.an TEPRA Kabupaten .elrurang-lrurangnya 
sebagaJ berikul: 
a. Tim Pengarah, terdiri dari: 

l. Ketun Bupati. 
2. Wakil Ketua Wal<il Bupati. 
3. Sekrctaris Sekretarls Daerah. 
4 . Wakil Sekretaris Asisten Sekretaris Daerah bidang 

5. Anggota 
Perekonomian dan Pembangunan. 
a) Asisten Sekretaris Daerah bidang 

Pcmerlntahan dan Kcsra 
b) Asisten Sekretaris Daerah bidang 

Aclministrasi Umum. 
b. Tim Pelaksana, terdiri dari: 

1. Kctua/Pejabat : Asisten Sekrctaris Daerah bidang 

2. Wakil Ketua 
3. Sekretaris 
4 Wakil Sekretaris 

5. Anggota 

Pcrekonomian dan Pembangunan. 
: lnspektur Kabupaten. 
: Kepala BAPPEDA Litbang. 
: Kepala Badan Pcngclola Pendapatan 

Dacrah. 
: a) Kepa)a Bagian Keuangan Sekretariat 

Daerah. 
b) Kepala Bagian Administrasi 

Pembangunan Sekrctarie.l Daerah. 
c) Tim Sekrctarlat : 

1) Bi dang l'lmg!,ndalian Pembangunan 
BAPPEDA Lilbang. 

2) Bagian Administrasi Pcmbangunan 
Sekretariat Dacrah atau sebutan 
Iain. 

BABV 
PELAJ<SANAAN PERCEPATAN PENYERAPAN DAN REALISASI 

ANGGARAN 

Bagian Kesatu 
Pcnandatanganan Kontrak PB.JP Secara Kolektif 

Pasal 10 

(I) Pe.merintah Kabupaten wajib melaksanakan penandatanganan 
kontrak PB.JP secara kolektif di Provinsi dan/atau di Kabupaten 
paling lambat pada minggu ke-4 Januari tabun N. 



(2) Pelaksanaan kegiatan di Provinsi sebagaimana dJmaksud pada 
ayat (l) dihadiri oleh Bupati dan rckanan yang menandatangani 
kontrak sesuai petunjuk Provins!. 

Bagian Kedua 
Penetapan Target dan Pcnyusunan Rencana A.Jcsj 

Pasal 11 

Bupati ""'jib menetnpkan target realisasi anggaran yaitu 20% 
realisasi keuangan dan fisik pada triwulan I, 50"/4 rcalisasi kcuangan 
dan fisik pada triwulan U, 85% realisasi keuangan dan fisil< prula 
triwulan IIl dan 100% fisik pada tanggal 15 November tahun berjalan. 

Pasal 12 

(l) Berdasarkan target sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, 
masing-masing Pcrangkal Daerah wajib menyusun rencana aksi 
triwulan, bulanan dan mingguan. 

(2) Penyusunan rcncana aksi scbagaimana dimaksud pada ayat (I) 
difasilitasi oleh TEPRA. 

Bagian Ketiga 
Pelaksanaan Rencana Aksi, Pra Rapat Pimpinan dan Rapat Pimpinan 

Pasal 13 

(J) Reneana aksi diimplementasikan dan dievaluasJ seliap minggu 
oleh Perangkat Daerab dan TEPRA Kabupatcn. Apabila realisasi 
penyerapan lebih dari dan/ atau sama dengan reneana aksi, maka 
he.I ini harus dipertahankan atau ditingkatkan. 

(2) Apabila terdapat satu/beberapa Perangkat Daerah tidak mampu 
mercalisasikan target, maka Perangkat Daerah tcrsebut harus 
merevisi target pada mJnggu berikutnya dengan carry over target 
yang tidal< tercapai, sehingga target selanjutnya dapat tercapai 
dcngan bail<, demikian sctcrusnya sampai minggu keempat bulan 
berjalan. 

Pasal 14 

Pra Rapat Pimpinan TEPRA kabupaten bertujuan untuk sinlcronJsasi 
data penycrapan anggaran, mcngidentifi.kasi dan meng;annlisis 
permasalah, scrta mcnctapkan langkab-Jangkab pcncapa.ian target, 
yang pelaksanaannya dipimpin oleh Pejabat Pcnghubung TEPRA 
Kabupaten, dihadiri o.leh pejabat Pemngkat Daerah eselon II atau 
minimal eselon Ill yang membidangi program/ pengendalian / 
pelaporan, wajib dilaksaoakan paling lambat tanggal 6 (enam) setiap 
bulannya sebelum Pra Rapat Pimpinan lingkup Provinsi. 
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Pasal 15 

Rapa, Pimpinan bertujuao mcngevaluasi dan menga.nalisis capaian 
realisasi penyerapan anggaran sesuai target, serta perumusan 
pcnctapan kcbijakan stralegis percepatan penyerapan dao rcalisasi 
anggaran oleh Pimpinan. Rapat Pimpinan juga dapat menjaw 
forum/wadah untuk membahas hal-hal yang bersifat strategis atau 
aktual, yang dalam pclaksanaannya dipimpin oleh Bupati, dihadiri 
oleh seluruh Kepala Perangkat Daerah dan undangan terkait 
lainnya, wajib dilaksanakan paling lambat tanggaJ 7 (tujuh} setiap 
bulannya. 

BABVI 
MON!TORJNO, EVAWASI DAN Pl!:LAPORAN 

Bagian Kesaru 
Monitoring dan Evaluasi 

Pasal 16 

(I) Monitoring dan evaluasi ruimaksudkan untuk mengetahui 
efektivitas pelaksanaan rencana aksl Perangkat Daerah dalam 
percepatan penyerapan dan realisasi anggaran yang (ljlaJrukao 
paling tidak satu kali dalam sebulan. 

(2) Monitoring dilaksanakan mclalui rapat-rapat dengan semua pihak 
terkail, baik mingguan maupun bulanan. Apabila dari hasil 
m.onitoring dan evaluasi tclah scsuai atau bahkao telah melebihi 
rencana, maka bat ini harus dipe,-tahankan bahkan ditingkatkan, 
namun apabila dari basil monitoring dan evalua.si diketa.hui bahwa 
terjaru deviasi minus maka perlu dilakukan upaya-upaya 
pcrcepatan scbingga periode laporan berikutnya sudah k.cmbQJi 
normal atau bahlcan melcbihl target. 

(3} Adapun hal-bal yang dlmonitor pada rapat-rapat tcrscbut antara 
lain adalah seluruh rangkaian persiapan dan perencanaan 
percepatan penyerapan dan realisasi anggaran, proses barang/jasa 
pemcrintah, realisasi fisik dan keuangan, permasalnban dan 
kcndala, scrta altcmatif solusi pcmecahan masalah pada masing
masing Pcrangkat Daerah. 

Bagian Kedua 
Pelaporan 

Pasal 17 

(!) Scmua Perangkal Daerah wajib menyusun laporan pelaksanaan 
percepatan pcnyerapan dan realisasi anggaran. 

(2) TEPRA Kabupaten wajib menyusun laporan kompilasi percepatan 
penyerapan dan realisasi anggaran Perangkat Daerah. 
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(3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat ( 11 dan aya t (2) terdiri dari 
laporan mingguan, laporan bulanan, laporan triwulan, laporan 
semesteran dan laporan lahunan sesuai e.rahan TEPRA Pusat atau 
TEPRA Provinsi. 

(4) Laporan d.isampaikan secam berjenjang sebagai berikut: 
a. Perangkat Oaerah menyampaikan laporan ke TEPRA 

Kabupaten, selanjutnya Pejabat Penghubung TEPRA 
Kabupaten menyampaikan laporan kc Bupati, Tim FKP•TEPRA 
Kabupaten/Kota se-Kaliman,an Tengah, Gube.mur, TEPRA 
PusaL atau sebutan le.in dan pemangku kepentingan lainnya 
yang LcrkaiL setiap bulannya. 

b. Format laporan sesue.l dengan ketetapan TEPRA Provinsi, Tim 
FKP-TEPRA Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah, TEPRA 
Kabupatcn dan atau TEPRA Pusat atau sebutan lainnya. 

(5) Format laporwt mln.gguan, laporan bulanan, laporan triwulan 
sebagaimana tcrcantum dalam lampiran I sebagai bagian yang 
tidak t.erpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(61 Oalam laporan triwulan terdapat indikator kinerja berupa 
deviasi/ penyimpangan plus (+l atau minus (·) terhadap sasaran 
terkait. Apabila tcrjad.i deviasi minus, diamr sebagai berilcut: 
a. Oeviasi/penyimpangan sampai dengan 5% disebut 

ket.erlambatan berat; dan 
b. Ocviasi/penyimpangan sampai dengan 5,1%-10% disebut 

ket.erlambatan sedang; 
c. Deviasi/penyimp8.Qgan di atas 10% disebul keterlambatan 

bcrat/ parab. 

Pasal 18 

Pejabat Penghubung TEPRA Kabupat.en dan Perangkat Oacrah wajib 
mengelola aplikasi Moncv TEPRA pada website moncv.lkpp.go.id 
sesuai peraturan TEPRA Pusat yang berlalcu. 

Pasal 19 

Matriks Pedoman Percepatan Penycrapan Anggaran Pemerintab 
Kabupaten sebagaimana tcrcantum dalam lampiran O sebagai bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB VII 
PENDANAAN 

Pasal20 

Biaya sebagai akibat d.itetapkannya Peraturan Bupati ini dibcbanka.n 
pada anggaran Perangkat Daerah melalui APBD Kabupaten. 
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BABVW 
SANKSI 

Pesa! 21 

Bagi Perangkat Daerah pcngelola anggaran terbesar yang mengalami 
keterlambatan penyerapan anggaran, diberikan sanksi sebagai 
bcrlkut; 
a. keterlambatan &ampai dengan 5% diberikan teguran tertulis 

perta.rna; 
b. keterlambatan antara 5-10% diberikan teguran tertUli& kedua; dan 
c. keterlambatan di atas 10% diberikan teguran tertUlia ketiga. 

BABVIn 
KETENTUANPENUTUP 

Pasal 22 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada canggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetabuinya, memcrintahkan pcngundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupatcn Barito Utara. 

Ditetapkan di Muara Teweh 
pada tanggal Januari 2018 

BUPATl BARITO UTA.RA, 
' 

• 

Al..':lYAH 

"i., , ·- · tfara Tewcb 
Januari 2018 

ilj~ITTDlPAE~fH KABUPATEN BARlTO UTA.RA, 

·t;:::==== 
\"~--=::...:,.~ IN 

'<},._"( A.ERAH KABUPATEN BARlTO UTARA TA.HUN 2018 NOMOR 2. 

Salinao sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAOIAN HUKUM, 

FJFAUZI 

NIP. 19710921 199803 l 004 
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LAMPIRAll n : 
PERATURAN BUPATI BARJTO UTARA 
NOMOR '1- TAHUN 2018 
TENTANO PEDOMAN PERCEPATAN 
PENYERAPAN ANOOARAN DI LINGKUNOAN 
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA 

MATRIKS PEDOMAPI PERCEPATAN PEll'YERAPAN ANOOARAN 
PEMERUITAH KABUPATEN BARJTO UTA.RA 

A. PERBlAPAN DAK PERENCANAAN PERCEPATAN PENYERAPAN 
ANOOARA!f 

NO. URA.LUI KEOIATA.lf 
JADWAL K.ETERANGAN 

PELAKSANAAJI 
J • 3 • 

l. Penyusunan dan penetapan Pa.ling lambal akhlr Ditetapkan melalui 
dokumen RKPO tahun N bulan Mei tahun N•l Peraturan Bupati 

-
2. Penyampaian dolrumen KUA Paling lambat minggu Dari Bupati kcpada 

dan PPAS tahun N ke-2 bulan Juni tahun Pimpinan OPRO 
N•I Kabupaten 

3. Nota Kesepakatan Bcrsama Paling lambat akhir Bupati dan Piropinan 
antara Bupati dan Pimpinan bulan Juli tahun N· l OPRD Kabupaten 
DPRD tcntang KUA dan PPAS 
ta.bun N . . - --

4. Penyampaian RAPBD Paling lambat Dari Bupati kepada 
Kabupaten tahun N penengaban bulan Gubemur 

Noyember tahun N-1 
5. Penetapan Perda tentang APBD Paling lambat Pcmcrintahan 

Kabupatcn tahun N pertcngahan bulan Kabupatcn 
Desembei:_tahun N-1 

6. Penyeraban DPA-PD Paling lambat minggu Dari Bupati kepada 
Kabupaten tahun N ke-3 bulan Desember Kepala PD Kabupa1en 

tab~N-1 . 
7. Penetapan Pejabal Pengelola Paling Jambat mingu ke- Surat Keputusan 

Anggaran tahun N. meliputi : 3 bulan Desem ber Bupati 
a. Penguna Anggaran tahun N-1 
b. Kuasa Pengguna Anggaran 
c. Bcndahara Penerimaan 
d. Bcndahara Pengeluaran 
e. Pengurus Barang 
~panBarang --

8. Pcnetapan PPK/ PPfK dan Paling lambat minggu Sural Keputusan 
Panitia Pengadaan ke-4 bulan Dcsember Pengguna Anggaran / 
Barang/Jasa tabun N tahun N-1 Kuasa Pcngguna 

Anggaran 



B PELAKSANAAII PERCEPATA!f PENYERAPA!f AJIOOARAJI . 
NO. tlRAIAN KEOIATAN 

JADWAL KETERANGAl'I 
PELAKSANAAN 

J • 3 • 
I. Menyampaikan RUP tahun N Paling lambat minggu PD Kabupatcn 

secara ooline melalui website ke-4 bu Ian Desem ber 
sirup.lkpp.go.id pada aplikasi tahuo N-1 
Sistem RUP {SiRUP) Online 

--
2. Kickoff penandatanganan Paling lambat minggu 

kontrak sccara kolektif di ke-4 bulan Januari 
nrovinsi dao kabUP!!teD tahun N ~ --

3. Penyampaian rencana al<si Paling lambal minggu 

realisasi anggaran tahun N ke- 1 bulan Januari 
tahun N 

4. Pclaksanaan Pra Rapat Paling lambat tansgal 6 Dipimpin oleh pejabat 

Pimpinan setiap bulan penghubung TEPRA 
Kabupalen 

5. Pelaksanaan Rapat Pimpinan Paling lambat tanggal 7 Dipimpin oleh Bupati 
setiap bulan 

. • 
110. URAIAN KEGIATAN 

JADWAL K&TER.AifGAlf 
PELAK8AJIAAII 

C MONITORING EVALUABI DAR PELAPORAII 

J • • • 
1. Rapat monito.ring dan evaluas! Minimal 1 kali dalam Mingguan/bulanan 

(monev) dengan pihak tcrka.it sebulan 
-

2. Mengisi/memperbaharui data Paling lambat minggu U ntuk keperluan 

realisasi anggaran bulanan ke-1 bulan berikutnya lingkup nasional 

secara online pada website 
monev.lkpp,flO.id ~ -

3. Mengisi/memperbaharui data Paling lambat minggu Untuk keperluan 

realisasi anggaran bulanan ke-1 bulan berikutnya Ungkup Kalimantan 

secara online pada Sistem Tengah 

tnrormasi Monitoring dan 
Pengendalian Pembangunan 
Daerah (StMPPD) 

-
4 . Pembentukan TEPRA Paling lambat minggu Melalui Keputusan 

I E AG~t1fro_M I kc-I bulan Januari Bupati 
N 

ATI BARITO UTARA., 


